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BUPATI1 SINJAIL

balwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta twata kerja Dinas Panwisata dan
Kebudayaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan;

bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, sudah tdak sesuai dengan perkembangan
dinamika peraturarn perundang -undangan dan
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga perlu
diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  stbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurufl b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati  tentang  Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Dinas Panwisata dan Kebudayaan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pemmbentukan Daerah Tingkat il di Sulawesi [Lembaran
Negara Tahun 19539 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneaia Nomor 1822),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

{
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesis. Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35887
scbagaimana telah  diubsh dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6§402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);




Menetapkan
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

10.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalarn  Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomer 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
(Lembaran daeerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 93], sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT]I TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

I.
2.

a.
S,

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinaip otohomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik indonesia sebaagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala deerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Sekertaris Dmerah adalah Sekertaria Daerah Kabupaten

Sin jai.



10.

1.
12.

13.

>N

Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Parwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK  adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan penganglkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan
pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi
pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang mempunyai  kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuaj
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Kejompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan
fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas Jjabatan.
Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran
dari tugas pokok.

Uraian tugas adaiah paparan atau bentangan atas semua
tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang
dilakukan pemegang jabatan.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(1}

(2)

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b Sekretariat:

!. Subbagian Progmm dan Keuangan; dan

2. Subbagian Uinum dan Kepegawaian,

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industr
Pariwisata;

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
Bidang Kebudayaan; dan

Kelompok Jabtan Fungsional dan Pelaksana.

n

R R =R

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,




(1

{2)

(3}

=

BAB1V
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagan kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
melaksangkan urusan pemerintahan di  bidang
pengembangan destinasi, industri panwisata dan
pemasaran pariwisata serta kebudayaan yang menjadi
kewenangan «daerah dan ‘tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menvelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

& perumusan kebijakan teknis i bidang
pengembangan destinasi, industri pariwisata dan
pemasaran pariwisata serta kebudayaan;

b, penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan
pelayanan umum d Dbidang pengembangan
deatinasi, industn pariwisata dan pemasaran
pariwisata serta kebudayaan;

¢, pembinaan dan pelaksanaan tugas d bidang
pengembangan destinasi, industri pariwisata dan
pemasaran panwisata serta kebudayaan;

d. pengelolaan admiristrasg: umum meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan
peralatan;

e pelaksanaan evaluasi den  pelaporan  uwrusan
pemenntahan d bidang pengembangan destinas;,
industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta
kebudayaan. dan

f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan fungsi crganisasi guna mendukung
kinerja organisasi,

Uraian tugas Kepala Dinaa sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) meliputi:

A menyusun rencana kerja kegiatan Dinas schagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b mendistnbusikan dan memberi petun juk
pelaksanaan tugas;
¢. Tmemantau, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas,
d. menyusun TANICANRAN, mengoreksi, memaral
dan/atau menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
merumuskan kebijakan teknis  di bidang
pengembangan destinasi, industri pariwisata dan
pemasaran pariwisaif serta kebudayaan,

=




(1}

{2)

{3)

-

E menyeélenggarakan  urusan  pemerintahan  dan

pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi,
industn pariwisata dan pemasaran panhwisata ‘serta
kebudayaan;

h. membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas

d  bidang pengembangan  destinasi, industri
pariwisata dan pemasaran panwisata  serta

kebudayaan;
melaksanakan administrasi UImurn meliputi
ketatalakasanaan, keuangan, kepegawaian dan
peralatan;

melakukan evaluasi dan  pelaporan  urusan
pemerintgahan df bidang pengembangan destinasi,
industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta
kebudayaan; dan

k melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh atasan

berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
kinerja organisasi,

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat dipimpin oieh Sekretaris yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan
administrasi teknis dan administrasi penyusunan
program, keuangan, umum dan Kepegawaian dalam
lingkungan Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebapaimana

dimaksud pada ayat (1], menyelenggarakan fungsi

sebagail berikut:

a pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian penyusunan program dan

pelaporan,

¢ pengoordinasian pengeloiaan administrasi
keuangan;

d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
dan

e pelaksanaan fungsi kin yang diberikan oleh atasan
berkaitan  dengan  fungsi organisasi  guna
mendukung kinerja organisasi,

Uraian tugas Seckretaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a menyusun rencana kerja kegiatan Sekretaris sebagai
pedoman daiam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petun juk
pelaksanaan {ugas;

¢. memantau, MENgawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretaniat
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
W gas;



{t)

(2)

s

d menyusun rancangan, mengoteksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

mengoordinasikan  pelaksanasn  tugas dalam

lingkungan Dinas;

g mengoordinasikan  penyusunan  program  dan
pelaporan,

h. mengoordinasikan pengelolaan administrasi
keuangan;

L mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian;
dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
kinega organisasi.

el 1

Pasal 6

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin cleh Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas membantu
Sekretaria dalam menyusun program dan laporan
kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

& menvyusun rencana kerja kegiatan Subbagian
Program dan Keuaangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b menyusun standar operasional prosedur dalam
pelaksanaan kegiatan;

¢ mendistmbusikan dan memberi petun juk
pelaksanaan tugas;
d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian
Program dan Keuangan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

€. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

g mendistribusikan dan membeti petunjuk
pelaksanaan tugas;

h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian
Progtamm dan  Keuangan untuk  mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

i menyusun rancangan, mengoreksi, Memarafl
dan/atau menandatangani naskah dinas;

J- mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

k menyusun Rencana [Kerja dan Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas,

l menyusun rencana Kinerja, dokumen perjanjian
kinerja;

m. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencaha
aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di
lingkungan Dinas;

r",

1



(1)
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n. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan
bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan
kinerja tahunan;

0. menyusun bahan dokumen pelaksanaan kegiatan
dan anggaran;

p menyusun bahan dan memproses data untuk
perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;

g melakukan verilikam kelengkapan administrasi
permintaan pemnbayaran;

r. memproses dan  meneliti  kelengkapan  Surat
Permintaan Pembayaran langsung yang diajukan
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat
Permintaan Pembayaran Cand Usng dan Surat
Permintaan Pembayaran Tambah Uang wang
diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan
Surat Perintah Membayar;

8. melaksanakan penatausahaan penénmaan dan
pengeluaran keuangan serta la poran
pertanggungjawaban keuangan Dinas;

t menyusun laporan pelaksanaan  pengelolaan
keuangan berupa laporan bulanan Surat
Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi
Laporan Realisaai Anggaran, neraca dan Catatan
Ataa Laporan Keuangan Dinas;

u. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta
teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. melakukan akuntansi Dinas selaku Perangkat
Daerah;

w. melakukan verifikasi pertanggungjawaban
keuangan,

x. menyiapkan bahan dan menyusun laporan
keuangan;

¥. menyusun realisasi perhitungan anggaran;

2 ‘melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas
bendaharawan;

aa.melakukan koordinasi dan menindak lanjuti laporan
hasil pemeriksaaan;, dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
kinerja organisasi.

Pamsal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh
Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu
Sekretans dalam melaksanakan urusan ketatausahaan,
pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga
serta mengeiola administrasi kepegawaian dan fasilitasi
raneangan produk hukum d lingkungan Dinas.



(2)

(1)

9.

Uraian  tugas Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

& menyusun rencana kerja kegiatan Subbagian Umum
dan  Kepegawaian sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. menyusun standar operasional prosedur dalam
pelaksanaan kegiatarn;

¢. mendistribusikan dan mernber; petunjuk
pelaksanasn tugas;

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
Pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian
Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

€. Menyusun rancangan, meNgoreksi, memaral
dan/atau Menandatangani naskah dinas;

I mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

E melaksanakan kegiatan ketatausahaan di
lingkungan dinas;

h. memfasilitasi penyysunan rancangan produk
hukum;

. melaksanakan tugas keprotokoleran;

i menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan
kantor, distribusi, penggunaan serta
pemeliharaannya;

k mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan
Dinas;

L menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;

m memfasilitasi permbuatan Sasaran Kerja Pegawai dan
Penilatan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai
tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;

n. menyusun dan menginventarisir barang asset
daerah yang dikelola oleh Dings;

0. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum
dan penyajian informasi; dan

p. Mmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna
mendukung kinerja organisasi.

Bagan Ketiga
Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 8

Bidang  Pengembangan Destinasi dan  Industri
Pariwisata  dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunya tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di
bidang pengembangan destinasi dan  industsi
pariwisata.
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(2) Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industn
Pariwisata melaksanakan tugaa stbagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai benkut:

a,

perumusan kebijakan di bidang pengembangan
destinasi pariwisata, pengembangan dan
pemberianrekomeéndasi izin usaha pariwisata,
pengembangan sumber daya pariwisata serta
pengembangan ekonomi kreatif;

penyusunan pelaksanaan standar, pedoman,
prosedur dan kntena dJdi bidang pengembangan
destinasi pariwisata, pengembangan dan
pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta
pengembangan sumber daya pariwisata serta
pengembangan ckonomi kreatif

pelayanan pengembangan destinasi pariwisata,
pengembangan dan pembenan rekomendasi izin
usaha pariwisats seta pengembangan sumber
daya panwisata serta pengembangan ekonomi
kreatil’

pelaksansan pembinaan, bimbingan teknis di
bidang pengembangan desdnasi parwisata,
pengembangan dan pemberian rekomendasi izin
usaha pariwisata serta pengembangan sumber
daya pariwisata serta  pengembangan ekonomi
kreatif;

pemantavan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengembangan destinasi pariwisata,
pengembangan dan pemberian rekomendasi izin
usaha pariwisata serta pengembangan sumbel
daya pariwisala serta pengembangan ekonomi
Kkreatif;

pelaksanaan koordinast dan kerjasama dalam
pengembangan destinasi partwisata,
pengembangan dan pemberian rekomendasi izin
usaha pariwisata serta pengembangan sumber
daya panwisata serta pengembangan ekonomi
kreatif;

pelaksanaan pelaporan tugas Bidang
Pengembangan Destingsi dan Industri Parnwisata
kepada Kepala Dinas; dan

pelaksanaan fungsi yang diberikan ol¢h atasan
berkaitan dengan  fungsi organisasi guna
mendukung kinerja organisasi.

(3) Uraian tugas Kepsala Bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat [1] meliputi:
a menyusun rencana kerja kegiatan | Bidang

Pengembangan Destinasi dan industri Pariwisata

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b mendistnibusikan dan memberi petun juk

pelaksanasn tugas;
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aJt L

memaritsau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
Tugas;

menyusun rancangan, —mengoreksi, memarafl
danfatau menandatangani naskah dinas;
mengkuti rapat sesuai dengan bidangnya;
mejaksangkan perumusan kebijakan di bidang
pengembangarn destinasi pariwisata,
pengembangan dan pemberian rekomendasi izin
usaha pariwisata serta pengembangan sumber
daya pariwisata serta pengembangan ekohormi
kreatif

melaksanakan penyusunan pelaksanaan standar,
pedoman, prosedur dan  kriteria di bidang
pengembangan destinasj panwisata,
pengembangan dan pemberian rekomendasi izin
usaha panwisata serta pengembangan sumber
daya pariwisata serta pengembangan ekonomi
kreatif;

melaksanakan layanan pengembangan destinasi
pariwisata, pengembangan dan pemberian izin
usaha parwisata serta pengembangan sumber
daya pariwisata serta pengembangan ekonomi
kreatif,

melaksanakan pembinaan, bimbingan tekhnis di
bidang pengembangan  destinasi pariwisata,
pengembangan dan pernberian rekomendasi izin
usaha pariwisata serta pengembangan sumber
daya pariwisata serta pengembangan ekonomi
kreatif';

melaksanakan pemantauan, evaluasgi dan
pelaporan di bidang pengembangan destinasi
pariwisata, pengembangan  dan pemberian
rekomendasi  ian usaha  pariwisata  serta
pengembangan sumber daya pariwisata serta
pengembangan ekonomi kreatif;

melaksanakan koordinesi dan kerjasama dalam
pengembangan destinagi pariwisata,
pengembangan dan pemberian rekomendasi izn
usaha pariwisata serta pengembangan sumber
daya pariwisata serta pengembangan ekonomi
kreatil”

melaksanakan pelaporan tugas Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
kepada Kepala Dinas;

melakukan pembinaan keterpaduan
pengembangan di bidang pengembangan destinasi
infrastruktur dan ekosgistem wisata;

melakukan layanan pengembangan di bidang
pengembangan  destinasi  infrastruktur  dan
ekosistem wisata;



{1)

(2)
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0. menyusun standar administratiif serta dokumen
dalam pelaksanaan d bidang pengembangan
destinasi infrastruktur dan ekosaistem wisata;

p melakukan bimbingan tekhnis dan evaluasi di
bidang pengembangan destinasi mfrastruktur dan
ckosistem wisats;

g melakukan koordinasi dan kenjasama dalam
pengembangan di bidang pengembangan destinasi
infrastruktur dan ekosistern wiaata;

r. melakukan perumusan kebijakan, atandarisasi,
rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi,
pelaporan serta pelaksanaan i bidang
pengembangan industri pariwiaata;

8. melakukan layanan fasilitasi usaha dan industn
wisata:

t melakukan pembinaan dan bimbingan teknis
tethadap pelaku usaha parwisata mengenai
standarisasi. norma, kriteria, diveraifikasi,
kemudahan usaha dan indusatrn pariwisata;

u. melakukan pemetaan dan promosi investasi usaha
dan industni pariwisata;

v. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

w. melakukan layanan pengembangan sumber days
pariwisatz dan ckonomi kreatif;

x. melakukan pembinaan dan bwmbingan teknis
dibidang pengembangan sumber daya pariwisata
dan ekonomi kreatf;

y. melakukan koordinasi dan kerjama dalam
pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber
daya pariwisata dan ekonomi kreat),

z menyusun laporan dan evaluasi pelakasanaan
tugas; dan

ag. melaksanakan tugas lain wang diberikan oleh
atasan berkajtan dengan tugas organisasi guna
mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 9

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin
oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
membarntu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas
koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi seta pelaporan df  bidang
pengembangan pemssaran pariwisata,

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1). menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang
pengembangan promaosi pariwisata, Kerjasama dan
hubungan antar lembaga dan pemasaran

pariwisata;



3

pelaksanaan penyusunan pelaksanaan standar,
pedoman, prosedur dan  kriteria di  bidang
pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan
hubungan &antar lembaga serta pengembangan
pasar pariwisata;

pelaksanaan layanan pengembangan  promosi
pariwisata, kerjasama dan hubungan amtar lembaga
serta pengembangan pasar pariwisata;

pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis di
bidang pengembangan promosi pariwisata dan
peMASATAN pariwisata;

pelaksanaan dan pengelolaan sumber pendapatan
anggaran daerah wisata pada sektor paniwisata;

peaksanasn  pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengembangan promosi
pariwisata;

peiaksanaan koordinasi dan kerpjasama dalam
pengembangan promosi pariwisata;

pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
pelaksanaan tugas lan yang dibenkan oleh atasan
berkaitan deéngan tugas pokok organisasi guna
mendukung kinerja organisasi.

(3} Urajan tugas Kepala Bidang sehagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat (2} meliputi:

a

b

.

=

menyusun rencana kerja  kegiatan  Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Parwisata
schagai pedoman dalam pelaksansan tugas,
mendistribusikan dan memnberi petun juk
pelaksanaan tugas:

memantau, mengaw s dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Panwisata
untuk mengetahul  perkembangan pelaksanaan
i gas;

men yusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
melaksanakan perumusan kebijakan di bidang
pengembangan promosi panwisata;

melaksanakan penyusunan pelaksanaan standar,
pedoman, prosedur dan  knteria di  bidang
pengembangan promosi panwisala;

melaksanakan layanan pengembangan promosi
pariwisata;

melaksanakan pembinaan, bimbingan tekhnis di
bidang pengembangan promosi pariwisats;
melaksanaskan dan mengeloia sumber pendapatan
anggaran daerah wisata pada sektor pariwisata;
melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengembangan promosi
pariwisata;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam
pengembangan protosi pafiwisata;
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m. melaksanakan pelaporan tu gas Bidang

Pengembangan Pemuasaran Pariwisate kepada
Kepala Dinas;

melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan
promosi peariwisata;

melakukan layanan  pengembangan  promosi
pariwisats;

menyusun standar administratil serta dokumen
dalam pelaksanaan promosi parjwisata;

. melakukan bimbingan tekhnis dan evaluasi di
bidang pengembangan promosi pariwisata;
melakukan koordinasi dan  kerjasama dalam
pengembangan promosi pariwisata;

menyusun rencana kegiatan di bidang kenja sama
dan hubungan antar lembaga dengan para pelaku
pariwisata untuk pengembangan dan pembangunan
pariwisata;

metakukan koordinasi dalam kerjasama dan
hubungan antar lembaga;

. melakukan kerjasama dengan penghimpunan hotel
dan restoran Indenesia, Assodation Indonesian
Travel  Agent untuk pelayanan perhotelan

panwisata;
melakukan  kerja sama  dengan Himpunan
Pramuwisata Indonesia untuk pelayanan

pemanduan pariwisata;

. melakukan kerja sama dengan para pelaku
parwisata untuk pengembangan dan
pembangunan;

melakukan kerjasama dan meningkatkan koordinasi
dengan lembaga pariwisata daerah/pusat dan
stakeholder dalam rangka pengembangan promoasi
dan pemasaran pariwisata,

menyusun rencana kegiatan di bidang
pengembangan segmen pasar panwisata pada pintu
masuk kedatangan wisatawan;

melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan
segmen pasar pariwisata pada pintu masuk
kedatangan wisatawan;

melakukan layanan pengembangan segmen pasar
pariwisata pada pintu masuk  kedatangan
wisatawan;

. menyusun standar administratif serta dokumen
dalam pelaksanaan pengembangan segmen pasar
pariwisata pada pintu masuk  kedatangan
wisatawan,

melakukan bimbingan tekhnis dan evaluasi o
bidang pengembangan segmen pasar pariwisata
pada pintu masuk kedatangan wisatawan,
melakukan koordinasi dan  kerjasama dalam
pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu
masuk kedatangan wisatawan;

melakukan pengelolaan penerima Pendapatan Asli
Daerah pada sektor pariwisata;

I




(1)

(2)

(3
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L menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung
kinerja organisasi.

Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan

Pasal 10

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang vang
mempunyai tugas membanty Kepala Dinas dalam
melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, dan
pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya
dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga
kebudayaan,

Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat {1],
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

A perumusan kebijakan di bida.l'lg pembinaan dan
pelestarian  kesenjan, sejarah dan tradisi, cagar
budaya dan museum, pengembangan lembaga dan
tenaga kebudayaan;

b. penyusunan standar, pedoman, prosedur dan
kriteria dihidﬂﬂg pel'ﬂbil']ﬂaﬂ dan pelestarian
kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan
museurn, pengembangan lembaga dan tenaga
kebudayaan;

¢. pengoordinasian dan kerjasama daiam pembinaan
dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagaf
budaya dan museum, pengembangan lembaga dan
tenaga kebudayaan;

d. pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan
tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan
lembaga dan tenaga kebudayaan;

e penyiapan bahan pembinaan dan pelestarian
kesenian, sejarah den tradisi. cagar budaya dan
museum, pengembangan lembaga dan tenaga
kebudayaan;

f.  pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Kebudayaan
kepada Kepala Dinas;, dan

g melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan
berkaitan  dengan fungsi organisasi guna
mendukung kinerja organisasi,

Uraian tugas Kepaia Bidang sebagaimana dimaksud

pada avat (1] dan ayat {2} meliputi:

a ‘menyusun rencana Kerja Kegiatan Bidang
Kebudaysan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
1 gas;
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mendistribusikan dan memberi petun juk
pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevahiasi

pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang
Kebudayaan untuk rmengetahbui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun  rancangan, mengoreksi, memarafl
dan/atau menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
menimuskan kebijakan di bidang pembinaan dan
pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar
budaya dan museum, pengembangan lembaga dan
tenaga kebudayaan;

menyusun standar, pedoman, prosedur dan
kriteria dibidang pembinaan dan pelestarian
kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dap
museum, pengembangan leMbaga dan tenaga
kebudayaan;

mengoordinasikarn dan kerjasama dalam
pembinaan dan pelestarian Kesenian, sejarah dan
tradisi, cagar budaya dan museum, pehgembangan
lembaga dan tenaga kebudayaan;

membina dan pelestarian kesenian, sejarah dan
tradisi, cagar budeya dan museum, pengembangan
lembaga dan tenaga kebudayaan;

menyitapkan bahan pembinaan dan pelestarian
kesenian, semrah dan tradisi, cagar budaya dan
museum, pengembangan lembaga dan tenaga
kebudayaan;

melaksanakan pelaporan Ugas Bidang
Kebudayaan kepada Kepala Dinas;

melakukan perumusan kebijakan, standarisasi,
rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi,
pelaporan serta pelaksanaan dibidang pembinaan
dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi;
menyusun materi/pedoman pelaksanaan
pembinaan kesenian modern/kontemporer dan
tradisonal;

melakukan koordinasi dan kerjasama dalam
rangka kelancaran pelaksanan tugas;

melakukan inventarisasi dan menghimpun data
kelompok kesenian modern/kontemporer dan
tradisional;

melakukan pelatihan dan pembinaan kelompok
kesenian tradisional dalam rangka pelestarian
nilai-nilai seni tradisional

melakukan festival kesenian tradisiohal secara
berkala dalam rangka pelestarian dan akrualisasi
kesenian daerah;

melakukan penilaian dan pengawasan terhadap
organisasi/kelompok kesenian;

melakukan layanan penetapan cagar budaya,
pengelolaan cagar budaya, pemberian rekomendasi
izin membawa cegar budaya serta pengelolaan
rmuseun;




(1)

(2}

{1)
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p mengembangkan dan menghimpun data cagar
budaya dan museum;

q 'mensosialisasikan informasi hasil kajan cagar
budaya:

r. melakukan perlindungan dan pelestarian aspek
cagar budaya dan museum;

8. melakukan penyelamatan, pemeliharaan,
pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar
budaya;

t. melakukan kegiatan permuseumar dalam rangka
pelestarian nilai-nilaj sejarah purbakala;

U melakukan koordinasi dan  kerjasama dalam
penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar
budaya, pemberian rekomendasi izm membawa
cagar budaya setrta pengelolaan museum;

v. melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang
layanan pembinaan lembaga dan tenaga
kebudayaam,

w. melakukan bimbingan teknis dan studi komperatif
dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga
kebudayaan;

X melakukan bimbingan teknis dibidang layanan
pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan;

¥. menyusun laporan dan evaluasi peiaksanaan
tugas; dan

z melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna
mendukung kinerja organisasi.

BABY
RELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 11

Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan
fungsijonal dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok  Jabatan  Fungsional dan  Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mefaksanakan
tugas sespal dengan bidang Jabatan Fungsional dan
Pelaksana masing-masing berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman
pada pengaturan sistem kerja.

BABVI]
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasa)l 12

Kepala Dinas melaksanakan fugas dan fungsinya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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{2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Pejabat Fungsional dan seluruh personil
dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta
menerapkan pringip hierarkd, koordinasi, kerjasamas,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi  akuntabilitas,
transparansi serta elektilitas dan efisiensi.

{3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan Pejabat Fungsional mengembangkan
koordinasi dan kerjgasama dengan ingtansi
pemerintah/awasta terkait dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fuhgsi

Dinas.
Bagian Kedua
Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan
Pengawasan
Pasal 13

(1} Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Pejabar Fungsional dan Pelaksana dalam
lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan
pimpinan, seria menyampaikan laporan secara berkala
danfatau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada
atasan masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud
pada awat (I}, diolah dan digunakan oleh pimpinan
sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis.

(3) Kepala Dinas, Sekretanis, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan Pejabat Fungsional daiam melaksanakan
tugasnya, melakukan, pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi serta melaksanakan rapat koordinast secara
berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(4} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dilakukan sesusi dengan ketentuan perundang-
untdangan.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketenuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan
Bupati Nomor 66 Tehun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan [Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2021 Nomor 66} tetap berlaku sampai berlakunya
pengaturan sistem kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Sinjai.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kepa Dinas
Pariwizata dan Kebudayaan {Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 202f Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai,

Ditetapkan & Sinjai i
pada tanggal 20 Tebwan 2023

ETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan & Sinjai
pada tanggal 18 Toruari 2023

HEABUPATEN SINJAI

SARIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAl TAHUN 2023 NOMOR 15
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